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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 20 TAHUM 2000

| .' TERTANG

PEMBENTUKAN , KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

CENGAN RAAMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
- BUPATI MAGELANG :

Menimbang : 8. bahwa dalam rangka melaksanakan
kewenangan Otonomi Daerah untuk
penyelenggaraan tugas desentralisasi perlu adanya
Organisasi Perangkat Daerah’ yang berupa Dinas
Daerah yang membantu Kepala Daeran
mewujudkan peningkatan Kesejahteraan rakyst
sera mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat, maka dipandang perlu meninjal

. kernbali Susunan Organisasi dan Tata Kerje Dinas-
Diras Caereh Kabupaten Magelang;

E. talwa pennjatan <embali sebegaimana tersebit
Fada huruf a berpedoman pada  Urdang-urdang
MNoimor 22 Tahun 1999 tentang Pemetintahan
Dacrah, Peqa'wan Pemerintah Nomor 25 Tahun
<000  ‘entang Kewenzngan Femerinteh dan

kenvenzngan Propinsl.seoeguiDéeiah Otorfom dan

&iataram “demearydaly | Mefdid 84 Tahubh 200D
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¢. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu
disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsl dan Struktur Organisasi  Dipas Daerah
\ Kabupaten Magelang.

Mangingat + 1. Undang Undang Ncmor 13 Tahun 1950 Jis
Peraturan  Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 .

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita
Negara Tahun 1950 ) dan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 1582 tentang Pemindahan Ibu
Kcta Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dani
Wilayah Kctamadya Daerah Tingkat 11 Magelang ke
Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Dzerah
Tingkat 11 Magelang ( Lembaran Negara Tzhun
1982 Momor 36) ; '

2. Undang Undang Nomeor 22 Tahun 1959 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Momor 60, Tambahan Lembaran Megara
Nomor 3639 ; -

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1559 tentang
Perrbengan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Dacrah (Lembaran Negara Nomor 75 Tabun
1399 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; .

4. Undang Undang Nemor 43 Tahun 1539 tenten
persbahan atas Undang-undang Nomor 8 Tatun
1974 tentang  Pokok-pckok  Kapagawaan
(Lembaran Negara Tasun 1999 MNomor 165,
Tambahan Lesatarar. Negara Nomaor 3890);

€. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangar: Pererintah dan Keweaangan
Propinsi sebagai Daeiah  Otonom  (Lembarad
Negava Tahun 2000 Normor 54 );
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6. Peraturan Pemerintah Momor 84 Tahun 2000
tentang Pedoman Organieasi Perangkat Daerah
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

DENGAN PERSETUJUAN
’ DEWAN PERWAKIILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN nmzm

MEMUTUSKAN

Menetzpian © PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
~ POKQK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS DAERAH KABUFATEN MAGELANG .

BAE ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Feraturan Daergh ini, yang dimaksud dengan :

Kabupaten adalah Kabupaten Mageleng |

Permenntah Daerah adalah Pernerintzh Kabupatan Macezarg
Daeial édaleh Daerah Kabupeten degalang;

Bupat adaah Bupatl Mageli i), .
Kepale Caereh adalah Bupal Magelang;

Dewan Perwaklan Rabyet Daereh acalah Cewen Povaa'vlain Rabyet
Daerah Kabupeten Mageleng;

a Dings Seesal, adilah yrswr pealsana Panciateh Daenany,;

-"‘!*.ﬂ-!"‘?“
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Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang
melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung
jawab dan kewenangannya,

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana ‘operasional
Dinas di lapangan;

Jabatan Fungsicnal adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, —
tanggungjawab, wewenang dan hak ssorang Pegawai Negeri Sipil
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnvya .
didasarkan pada keahlian dan atsu ketrampilan tertentu serta
bersifat mandiri;

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupatan Magelang.

BAB Il
PEMEENTUKAN

Pasal 2

Dangen Feraturan Dzerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupzten Maqgelzng.

Dnus Daeran Kabupatan Magelang szbacainina dinakwud Deda Pasa 2 .

Pasal 3

terdiri dari :

:

S ETRCEPR Y

2inas Pe<ejean Uirum,

2inas Kesznatan,

2inas Peacid kan dan Kehadayaan.
2iaas Pe tzniarn.

Zinas Peetnakan can Perikanar.
2inas Peacagatar. Caeroh,

Dipindai dengan CamScanner
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(1)

(2)

BAB III
ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Paragraf Pertama
DINAS PEKERJAAN UMUM

Baglan Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksara Pzmerintan
Kabupaten.

Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berads
dibawmzh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dzerzh melz'w
Sebretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK
Pasal 5

Dinzs Pekerjaan Umum mempunyai tugas melalsanaian

kewenangan otoromi daereh di Bidang Pekerjean Umum.

Bajian Ketiga
FUNGSI

Pusal 6

Untsk menyelzngcamalan ujas sebagaimana dimebsud delam Fasal &,
Dinas Pe<enean Umum ivesnpunyal fulgsi

a.
b.

Lo
d.

Perumrusan kebijakan teknls d Edang Pekerjaar Umun ;

Peribyeriar pe ijnin day  pelaksenian peayaran Unium di Bdang
Pelernazn Uinurr,;

Penbingan teraadip Cubang Uinas di Jidag Fekeraan U-num
Pengeloiaan Urusan Ketatausahaan Dinas
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(1)

Baglan Keempat 2
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

Struktur Organisasl Dinas Pekerjaan Umum, meliputi :

a.

b.

Kepala;

Bagian Tata Usaha, terdiri dari : ®
1)
2)

3)

Sub Bagian Umum dan Adrninistrasi,

Sub Bagian Kepegawaian;
Sub Bagian Keuangan.

Sub Dinas Bina Marca, terdiri dari :

1)
2)
3)

4)

Seksi Pengenclalian Operasional;
Seksi Jalan;

Seksi Jerntatan;

Sek=i Peralatan dan Perbekalan;

Sub Dinas Pengairan, terdiri dari :

1)
2)
)
4)
€L
1)
Z)

2

Seksi Pelestarian dan Pengembangan Sumber Daya Air;

Seksi Pemmbanguran;

Seksi Operasi dan Pemeliharaan;

Ceksi Bina Manfaat.

Sub Cinas Cpta Kzrya., terdin dari :

Seksi Petumazhan;

Zek=i Air Bzrsih dan Teknik Penyeratan;

Seksi Pencagalan can Pemedaman Kebakaran. .

Sub Dines Tete K2, terdiri dari

1)
2]

o
o )

Seksi Ta'a Ruang,
Sekei Baaguran;
Sekel Keoershen dan Pertamanan.

Cabang Dinas;
Kelempek Jasaian Fuagsional.
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(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umurn adalah
sebagaimana terdapat pada Lampiran I dan merupakan lampiran
yang tidak terpisahkan darl Perda ini.

Paragrafl Kedua
DINAS KESEHATAN

Baglan Pertama
KEDUDUKAN

Fasal &

(1) Dines Kesehatan merupakan unsur peslaksana Pemerintan
Kabupaten.

2) Dines Kesehatan dipimpin oleh seorang Kspala yang berads
gibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Caerzh mela'u
Selyetaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal ©

Dinas Kesehatan memnunyai tugas melaksanakan kewerangan otonom
digah di 2idzg Kesehalan.

Bagian Katic
FUNGSI

Pasal 10

Uitik nenyelznggaralan tugas sebaganena dimibsud Jelan pasal €,

Dinas Keszhatan - mernpunyal fungsi

a Peruvusan kebijakan teknis di Eidang Kesehatin,

b Pemiberiar pedijfinen dan pelabsénaan pelasaven unun di Bdunm
K2s2hatan;

C. Pembnean tertaday Unlc Paliksana  Texris Dinas di Bdun)
Kaszhatan;

d.  Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas.
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Baglan Keempat
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

(1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, meliputi :
2. Kepala;

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1)  Sub Bagian Umum dan Acrninistrasi;

2)  Sub Bagian Kepegawaian;

3)  Sub Bagian Keuangan,;

4)  Sub Bagian Registrasi dan Akreditasi.

C. Sub Dinas Pelayanan Kesehatzn, terdiri dari :

1)  Seksi Rumah Sakit dan Puskz2&emas;

2) Seksi Pendicikan Tenaga Kesehatan Khusus;

2) Seksi Kefarmasian, Peralatan Medis, Penelitan dan
Fengembangan Kesehatan.

d. Sub Dinas Pencegahan dan Fernberantasan Penyekis, “eidin
dari; '
1)  Seksi Pengamatan dan Pancegahan Penyakit;
2)  Seksi Pemberantasan Penyakit yang Bersumber
Einatang;
) Seksi Pamberantasan Penyakit Menular Lanjsarg;

Cad

Sub Dinas Fenyebazan Lingkungan, terdini dari

15 Seksi Penyzhatan Tempat Tempat Uinurn dar Indastri;

2)  Seksi Penyzhatan Kuzlitas Ar Jdan .ingucan
Pernubiman;

2)  Seksi Penyzhatan Malanan day Minuman.

M

f. Sub Dinas Kesehatan Keluarga, terdini dari
1) Seksi Kesehatan 1bu dan Anak;
2) sekei Giai;
Iy 3eksi Kesenatan Remajo, Jeia Kerja dan Jsa lajat.
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sub Dinas Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :

1)  Seksi Usaha Kesehatan [nstitusi;

2) Seksl Peran Serta Masyarakat, Sarana, Metode dan
Penyebaran Informasi;

3)  Seksl Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan

| Perneliharaan Kesehatan Masyarakat.

h.  Unit Pelaksana Teknis Dinas
i.  Kelompok Jabatan Fungsional.
, (2) Bagan Struktur Organisasl Dinas Kesehatan adalah sebagaimana

terdzpat pada Lampiran II dan merupakan lampiran yang tidzk
terpisahkan dari Perda ini.

Paragraf Ketiga
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Baglan Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 12

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayazn merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Kabupaten.

(2) Dinas Perdidikan dan kKebudayaan dipimpin oleh secrang Kepala
" yang berada dibawah dan bertanggung jawah kepada Keoala Dasran
melalui Sekretaris Dasrah.

Baglun Ked.Ja
TUGAS POKOK

pasal 13

Dinas Pendidikun dan kebudayaan menpunyal tugas mealaksanakan
kewenangar otonomi dzerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
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Baglan Ketiga
FUNGSI

Pasal 14

Untuk menyelengparakan tugas sebagaimana dimaksud dalarm pasal 13
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyal fungsl :

a.
b.

(1)

Perumusan

Pemberian
Pendidikan

Pembinaan

kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Q

perijinan dan pelagsanaan pelayanan umum di Bcang
dan Kebudayaan;

terhadap Cebang Dinas dan Unit Pelgkszna Telrs

Dinas di 2idang Pendidikan dan Kebudavaan,
Pengelolaan urusan ketztausahaan Dinas.

Bagian Keempat
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 15

Struktar Organsesi Dinas Pendidikan dar Kebudayaan, melipud -

o

Kepale

-

i

g
7
suh D
1)
2]
3

i

Gegan Tata Jeaka, tercin dar | ﬁ

Suh Bogan Urrurn dan Acrninist asi;
qb Bagan bepe jarien,
A b Beg an Feuagar,

nis Biha Pogrm, 2dil Jerl

k5 Program Jrwm,

ke Ko ibulam;

ke Peaguanipulan dan Pargolahan Data;
seha e et agaun dan Agred tasi.

Dipindai dengan CamScanner
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qub Dinas Tenaga Kependidikan, terdirl darl :

1)  Seksl Guru Pra Sekolah, Sekolah Dasar dan Madrasah
Ibtidalyah.

2) Seksi  Guru Sekolsh Lanjutan Tingkat Pertama,
Madrasah Tsanawiyah, Sekolah WMenengah Umum,
Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan;,

3) Seksi Tenaga Non Guru. 4

4)  Seksl Pembinaan dan Pengernbangan Karir

sub Dinas Pra Sekolah dan Sekolah Dasar, terdiri dari :

1)  Seksi Pra Sekolah;

2)  Seksi Sekolah Dasar.

3)  Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Pra Sekclah dan
Sekolah Dasar;

Sub Dinas Sekolah Lanjutan dan Menengah, terdiri dari :

1)  Seksi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertarna;

2)  Seksi S=kolah Merengah Umum;

3) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

4)  Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Lanjutan dan
Menengal.

Sub Dinas Urais, terdiri dari :

1)  Seksi RA/BA dan Madrasah Ibtidaiyah;

2)  Selsi Madrasah Tsanawiyah;

-3)  Selksi Mzdiasah Aliyah,

4)  Seksi Sarana dan Prasarana Perguruan Islam.

Sub Dinas Pendidikan Luar 5ekolah, Pemuda, Olah Raga dan

Kebudayaan ( DIKLUSEPORABUD), terdin dari :

1)  Seksl Pendidikan Masyara<at,

2)  Seksi Pembinaan Olah Raga, Premuka dan Kesehatan
Selwleh,

3)  Scksi Pengernbangan Kesenlan dan Bahasa,

4)  Selsl  Pengesnbangan  Sejarah, Nilai  Tradisional,
Perr bingan Musear dan Kepurbakalaan,

Cabarg Dines.
Unit Pzlakeana Tekais Diras.
Kelompok Jabetan Fungsional, .

e

Dipindai dengan CamScanner
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(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
_adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III dan merupakan
lampiran yang tidak terpisahkan dari Perda Inl.

Paragraf Keempat
DINAS PERTANIAN

Baglan Pertama
KEDUDUKAN ‘

Pasal 16

(1) Dinas Pertanian  merupakan unsur pelaksana Pemerinzh
Kabupaten.

(2)  Cinas Pertanian dipimpin oleh secrang Kepala yang beraca cibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Caerah melalui Sekretars
Ceerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 17
Dinzs Pertanian rnempunyai tugas melaksanakan kewanangan

olonori  daerah di bidang Pertanian Tanaman  Pangan, Pertanaa
Hortikultura, Pedzrian Umum |, Kehutanan dan Perkebunan

o PA =

; 1

RSt bONEY:
v >

Pasal 18 KABY _~

cuar Untulemenyzlenggarakan tugas sebagaimona dimaksud dalam pasal =7

Dinas Pertanian — mernpunyai fungs :

Dipindai dengan CamScanner
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a. Perurnusan kebijakan teknis di bidang Pertanian Pangan, Pertanian
Hortikultura, Pertanian Umum, Kehutanan dan Perkebunan;

b. Pernberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan urnum dibidang
Pertanian Pangan, Pertanian Hortikultura, Pertanian Umum,
Kehutanan dan Perkebunan,

c. Pernbinaan terhadap Unit Pelaksana Tehnis Oinas di bidang
Pertanian Tanaman Pangan, Pertanian Hortikukura, Pertanian
Umurn, Kehutanan dan Perkebunan;

' d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Bagian Keempat
STRUKKTUR ORGANISASI

Pasal 19

(1) Strulktur Organisasi Dinas Pertanian, meliputi :
a. Kepala;

b.  Bagian Tata Usaha, tedin dari :
1)  Sub Bagian Umum dan Administrasi;
2)  Sub Bagian Kepegawaian,
3)  Sub Bagiam Keuancan,

Suo Dinas Produksi, terdin dadi

Seksi Pioduksi Taraman Fedi dan Ralawi g,

Seksi Produksi Taraman Perkebunan dan Parlebahan;
Seksi Produks Taraman Helt kultura

Seksi Kehotaran.

o' S0 Dinas Usaha Tam, tendil dan
R 1) Seksl Pasca Paner, Pengolanan Hasil, Birbingan Usaha
P Tam dan Infonmes Pasas ;

2} Seksl Sumber Diy/a,

3)  Seksi Binbingen Ueabia Yon dan Difonngsi Pasas;

4)  Seksi Perijnan

Dipindai dengan CamScanner
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e.  Sub Dinas Pengkajian dan Teknologi Terapan, terdiri dari :

1)  Seksi Pengkajlan Tanaman Semusim dan Tahunan;
2) Seksi Pengkajlan Hama dan Penyakit;
3) Seksi Pengkajlan Alat dan Mesin Pertanian.

f. Sub Dinas Pengembangan, Rehabilitasi Lahan dan

Perlindungan Tanaman, terdiri dari :

1) Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Lahan,

2) Seks Iklim Tanah dan Tata Guna Air;

3)  Seks Monitoring perkiraan Serengan Hama dan
Fengendalian Qrganisme Panganggu Taneman (CFT),

q) Seksi Pengawasan Penggunaan Pestisida, Perlindurigan
can Pengawasan Flora-fauna.

a.  Unit Pe'akszna Teknis Dinas;

h.  Kelompck Jabatan Fungsional.

Bagan Stuktur Organisasi Dinas Pertanian aclalah sebagaimana
terdapat dalam Lampiran IV dan merupakan lempiran yang tidak
terpisahkan dari Parda ini

Paragref KKelima
DINAS PETERNAIKAN DAN PERIKANAN

Bagian Peitama
KEDUDUKAN

Pasal 20
Dinas Feternakan dan Perikanan  meiupakan unsur pelaksand

Pemerintah Kabupaten,

Dinas Petemakan dan Padkanan dipimpin - oleh seorang Kepala
yang berada dibéwah dan bertanggung Jawab kepaca Kepala Daerah
rnelalui Sekrelzris Daerah,

Dipindai dengan CamScanner
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Baglan Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 21

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan otonomi daerah di Bidang Peternakan dan Perikanar.

Bagian Ketiga
’ FUNGSI

Pasal 22

Untuk menyelengaarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 21 Dinas Petenakan dan Pesikanan mempunyai fungsi :
a. Peumusan kebijakan teknis di Bidang Peternakan den Perikanan;
b. Pembe-qian perijiran dan pelzhsanaan pelayanan umum di Bidang
peemakan dan Perikanzain;
¢. Pembingan terhadap Unit Palaksana Teknis Dinas @ Bidang
Petermakan dan Perikanan,
d. Pewelolaan urusan ketatausahazn Dinzs.

Bagizin Keempat
STRUIKKTUR ORGANISASI

Pasal 23

(1) Stuktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, meliputi :
a. Kepala

b.  Bagan Tata Usaha, te din dan :

1) Sub Bagian Umum dan Adiministrasi;
2)  Sub Bagian Kepegawalan,
3)  Sub Bagan Keuancan.

€. SubDinas Budicdaya , Pemabitan dan Pembenihan, terdin dasi:
1)  Seksi Buddava , Perungkatan Produksi can Kay Terap;
2)  Seksi Sarena Produ s
3)  Seksi Peme'thaldan Jan Sumber Bibit / Benih;
4)  Seksl Pengawasan Mutu dan Sertifikasi,

Dipindai dengan CamScanner
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d. Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan Sumber Daya,
meliputi :
1)  Seksi Identifikasi dan Penyiapan Wilayah;
2) Seks Pengawasan dan Perlindungan,
3)  Seksi Redistribusi dan Sumber Hayati.
-e. SubDinas Kesehatan Hewan, melipufi :
1)  Seksl Pengamatan dan Penyidikan
2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
3)  Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan
4)  Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Diagnosa dan
Obat-Obatan

g.  Sub Dinas Usaha, meliputi :
1)  Seksi Monitoring Pembinaan Usaha dan Perijinan
2)  Seksi Pengolah dan Pembinaan Mutu
3)  Seksi Pemasaran dan Permoclalan

h.  Unit Pelaksana Teknis Dinas
i Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struldur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan adaiah

sebaga'mana terdapat dalam Lampiran V dan merupakan 'ampias
yang tida < terpisahkan dari Perda ini.

Paragraf Keenam
DINAS PENMDAPATAN DAERAH

Bagian Peitama @
KEDUIDUKAN

Pasal 24

(1) Cinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelakszna Perreriniah
Kebupaten,

(2) Cinas Pendapatan Daerah  dipimpin oleh secrang Kepala yang
berada ditawah dan bertanggung jawab kepada Kapala Daerah
imelaly Sekretaris Daerah,

Dipindai dengan CamScanner
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Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 25

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
otonomi Jaerah di Bidang Pendapatan Keuangan.

Baglan Ketiga
FUNGSI

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25
Din2s Pendapatan Daerah  mampunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan Keuangan
Keuangan.

b.  Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum diodang
Pendapatan Keuangan,
c.  Pengelolaan urusan ketatausahazan Dinas.

Bagian Keempat
STRUKTUR ORGANISAST

Pasal 27

(1)  Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerab, mebpui ;

. Kedala ;

b.  Bagan Tata Usaha, terdin dai ;
L) Sub Bagan Ui cen Adominstras);
2)  Sub Bajian kKepe jawalin,
3)  Sub Bagtan Keuangan,

Dipindai dengan CamScanner
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c.  Sub Dinas Pendataan dan Perencanaan Pemungutan , terdiri
dari :
1) Seksl Pendaftaran dan Penagihan.
2) Seksi Perencanaan Pemungutan

d. Sub Dinas Penetapan dan Pembukuan, terdiri dari :
1) Seksl Penetapan,
2) Seks Pembukuan,

e. Sub Dinas Peningkatan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
1) Seks Pengendalian, Penagihan, Sengketa l‘
Pajak/Retribusi, '

2) Seks Pendapatan Lain-Lain.

f.  Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Dasrah  adalah
sebagaimana terdapat dalam Lampiran VI dan merupakan larngiran
yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB IV
CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Blagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 28

(1) Pada Seliap Dinas sesual dengan tugas dan fungsinya dapat
dibertuk Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang
rnempunyai wilayah kerja saty atau bebeqapa Kecamatan sesuai
dengan kebutuhan, -

(2) Kebutuhan Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas
cebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur tessendiri dengan
Keputusan Kepala Daerah,

(3) Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknls Dinas dipimpin oleh
seorang  Kepala yarig berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas serta dibawah koordinasi Camat setempat.
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Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 29

(1) Cabang Dinas mémpunyal tugas melaksanakan tugas dinas di wilayah
kerjanya yang menjadi tugas tanggung janabnya,

(2) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas mempunyal tugas rnelaksanakan tugas
operasional Dinas di lapangan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 30

(1). Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud dalam &yat
(1) Fasal 29, Cabang Dinas mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan Unsur Telnis Dinas.
b. Pelaksanaan Urusan Administrasi.

(2) Untuk menyelengjarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (1) Peraturan Cazrah ini, Unit Pelaksanz Teknis Dinas
mempunyai fungsi :

a. Pelaksznaan sebagian tugas operasional Dinas di lapargan.
b. Pelaksznaan ususan administrasi,

Bagian Keempat
STRUKTUR ORGANISAST

Pasal 31

(1) Struktur Organisast Cakang Dinas, mekputi
a. Keoala,

b.  Petugas Admirisiyasi;

C.  Petugas Teknis;

d.  Kelormpok Jatatan Furgsional,

-
-
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Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, meliputi :
a. Kepala,

b. Petugas Administrasi;

¢.  Petugas Teknis Operasional;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas adalah sebagaimana
terdapat dalam Lamplran VII dan merupakan lampiran yang tidak
terpisahkan dari Perda ini.

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Cinas adalah
sebagaimana terdapat dalem Lampiran VIII dan merupakan larngiran
yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB Y
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Perincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Kepala Daerah.

Formasi dan Persyaratan jabatan pada Dinas Daereh, Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Cengan berlukunya Peraturan Caerah inl, raka Peraturan Daerah

Kabupaten Cceizh Tingkat 11 Magelang dan Peratutan lainnya yang

bertentangan dengan Paratuwrian Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku.
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Pasal 34

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Dasrah Kabupaten Magelang.

( Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 22 Desember 2000

EUPATI MAGELANG
T7D.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Magalang
Nomor 22 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000
Sarie D, Noemer 17
Sakrefaris Daeran

- Td.
® DRS, H, SOLECHAN, AS,

Pambina Wama Muda
NIP, S00 034 462

@ jus't. 2001
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